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WALIKOTA PAGAR ALAWM
PROVINS] SUMATERS SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM

NOMOR A{ TAHUN 2017

TENTANG

. HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAXYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa unnik melaksansakan ketentuan Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Xeusngan dan Administretif Pimpinan dan
Anggota Perwakilan Rakvat Daerah, perfu menetapkan
Perafuran Daerah tentang Hak Heuvangan Dan
Adroinistratif  Pimpinan  dan Anggota  Dewan
Perwakilan Ralgyat Daerah Kota Pagar Alam.

Pagal 18 ayat (6! Undang-Undang Dasar MNegera
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Kepublik Indonesia Nomor 8 Tahun
2001 tentang  Pembentukan Kota Pagar Alam
{Lemabaran Megara Tabuo 2001 Momor 88, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4115];

Undang-Undang Republik Indg:mesia Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majalis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Ralkyat Daerah {Lembaran
Negara Tahun 2614 Nomor 182, Tambahan Lembaran,
Negara Momor S5bH68) sebageimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan ates Undang-Undang Republik
indonesia Nemor 17 Tahun 2014 {tentang Majalis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan .

Rakyat Daerah (Lembaran Megera Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 383, Termcbehan Lembaran Negara
Repubiik Indonesia Nomor 5650);




WALIKOTA PAGAR ALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAGARALAM

NOMOR TAHUN 2017

TENTANG

HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

1.

WALIKOTA PAGAR ALAM,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan
Anggota Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Hak Keuangan Dan
Administratif  Pimpinen dan  Anggota  Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pagar Alam,

Pasal 18 ayat {(6) Undang-Undang Dasar Negera
Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomeor 8 Tahun
2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam
{(Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4115);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun
2014 tentang Majalis Permusyawaratan Rakyat,
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah {Lembaran
Negara Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5568) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik
Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majalis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia
Tabun 2014 Nomor 383, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5650j;




Menetapkan :

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun
2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang
nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Ilembaran Negara Nomor
5679

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan administratif
Pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Raloyat
Daerah {Lernbaran Negara Tahun 2017 Nomor 106,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6057);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2017 tentang Pengelompokan Keuangan Daerah serta
Pelaksanaan  dan Petanggungiawaban Dana
Operasional {Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1067);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA PAGAR ALAM
dan
WALIKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUBKAN -

PERATURAN DAERAH TENTANG HAK KEUANGAN DAN
ADMINISTRATIF  PIMPINAN DAN  ANGGOTA  DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perajuran Daerah ini yang dimaksud dengan @
1. Kota adalah Kota Pagar Alam;
2. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;

3. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Pagar Alam dan
Perangkat Daerah Sebagai Unsur Penyelenggara

Pemerintahan Koia;




w

10.

13.

12.

13.

14.

15.

16.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya
disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
kota Pagar Alam;

Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kota Pagar Alam
sesuali  dengan  ketentuan  peraturan  perundang-
undangarn;

Ketua DPRD adalah pejabat daerah yang memegang
jabatan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota
Pagar Alam sesuai  dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan;

Wakil Ketua DPRD adalah pejabat daerah vang memegang
jabatan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyvat Daerah
Kota Pagar Alam sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan,

Anggota DPRD adalah Anggota DPRD Kota Pagar Alam;
Sekretariat adalah Sekretariat DPRD Kota Pagar Alamy;
Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah vang
memimpin Sekretariat DPRD Kota Pagar Alam;

Peraturan Daerah, vang selanjutnya disebut Perda adaiah
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam;

Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pagar
Alamn;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, vyang
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;

Uang Representasi adalah Uang yang diberikan Setiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan
dengan kedudukannya sebagai Pimpinan dan Anggota
DPRD,

Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang
digunanakan untuk mendansai kelancaran pelaksananan
tugas Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan tujuan
yvang ditetapkan dan didasarkan pada prinsip pencapaian
efesiensi dan efektifitas alokasi dana;

Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat
pengeloiaan sumber daya yang digunakan untuk
kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan dan Anggota
DPRD sesual dengan tujuan yang ditetapkan secara
periodik.




BAB I

PENGHASILAN, TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN UANG

(1)

JASA PENGABDIAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu
Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 2

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdirl atas
penghasilan yvang pajaknyva dibebankan pada:
a. APBD, meliputs:
1. uang representasi;
tunjangan keluarga;
tunjangan beras;
uang paket;
tunjangan jabatan;
tunjangan alat kelengkapan; dan
tunjangan alat kelengkapan lain.
b Pzrnplz}an dan Anggota DPRD yang bersangkutan,
meliputi:
1. tunjangan komunikasi intensif; dan
4. tunjangan reses.

NG s W

Pembebanan pajak penghasilan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat {1} huruf
a dan huruf b dilakukan sesual dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Uang repréesentasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat {1) huruf a angka 1 diberikan setiap bulan kepada
Pimpinan dan Anggota DPRD.

Uang representasi ketua DPRD setara dengan gaji pokok
Walikota.

Uang representasi wakil ketua DPRD sebesar 80% {delapan
puluh persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Uang representasi Anggota DPRD Alam sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen) dari uang representasi ketua DPRD.

Pasal 4

Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sehagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a angka 2 dan




angka 3 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD.

{2} Tunjangan keluarga dan tunjangan beras bagl Pimpinan
dan Anggota DPRD besarnya sama dengan tunjangan
keluarga dan tunjangan beras bagl pegawal aparatur sipil
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pasal 5

Uang paket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (i)
huruf a angka 4 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD sebesar 10% (sepuluh persen} dari uvang
representasi yang bersangkutan.

Pasal &

Tunjangan jabatan sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf a angka 5 diberikan setiap bulan kepada Pimpinan
dan Anggota DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima
persen) dari vang representasi yang bersangkutan.

Pasal 7

{1) Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat {1} huruf a angka 6 dan angka 7 diberikan sefiap
bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD vang duduk
dalam badan musyawarah, komisi, badan anggaran, badan
pembentukan Perda, badan kehormatan, atau alat
kelengkapan lain.

{2} Tunjangan alat kelengkapan dan tunjangan alat
kelengkapan lain diberikan dengan ketentuan, untuk
jabatarn:

a. ketua, sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);
b. wakil ketus, sebesar 5% (lima persen);

¢. sekretaris, sebesar 4% {empat persen); dan

d. anggota, sebesar 3% {tiga persen};

Dari tunjangan jabatan ketua DPRD.

(3} Tunjangan alat kelengkapan lain sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan selama alat
kelengkapan lain terbentuk dan melaksanakan tugas.




{1)

Pasal 8

Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (1} huruf b angka 1 diberikan setiap
bulan untuk peningkatan kinega kepada Pimpinan dan
Anggota DPRD.

Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayal {1} huruf b angka 2 diberikan setiap melaksanakan
reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD.

Tunjangan komunikasi intensif dan tunjangan reses
diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (3} ditentukan berdasarkan hasil perhitungan
atas besaran pendapatan umurn deerah dikurangi dengan
belanja pegawal aparatur sipil negara dan dikelompokkan

dalam 3 {tiga} kelompok, yaitu finggi, sedang, dan rendah.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelompokkan
kemampuan keuangan daerah  ditetapkan dengan
Peraturan Walikota dengan mepedomani ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pemberian funjangan komunikas: infensif dan tunjangan
reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat {2)
dilakukan dengan ketentuan, untuk kelompok kemampuan
keuangan daerah:

a. tinggi, paling banyak 7 (tujuh) kali;

b. sedang, paling banyak 5 (lima) kali; dan

c. rendah, paling banyak 3 (tiga) kali.

Dari uang rerpesentasi ketua DPRD,

Bagian Kedua
Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 9

{1} Tunjangan kescjahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD
terdir: atas:
a. jaminan kesehatan;
b. jaminan kecelakaan kKetja;
c. jaminan kematian; dan
d. pakaian dinas dan atribut.

(2) Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Pimpinan DPRD disediakan tunjangan
kesecjahteraan berupa:

a. rumah negara dan perlengkapannya;
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b, kendaraan dinas jabatan; dan
c. belanja rumah tangga.

(3} Selain tunjangan kesejahteraan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Anggota DPRD dapat disediakan
tunjangan kesejahteraan berupa:

a. rumah negara dan perlengkapannya; dan
b. tuniangan transportasi.

Pasal 10

{1} Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (1) huruf a diberikan dalam bentuk turan
kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangarn.

{2) Jaminan keschatan sebagaimana dimaksud pada ayat
1) juga termasuk suami/istri dan anak sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3} Selain jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1}, Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan
pemeriksaan  kesehatan vang  bertujuan untuk
mengetahui  status  kesehatan di  luar cakupan
pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Badan
Penyvelenggara Jaminan Sosial Kesehatan.

{4) Pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {3) dilaksanakan 1 {satu) kali dalam 1 {satu} tahun
dan dilakukan di dalam negert serta tidak termasuk
syami/istri dan anak.

Pasal 11

Jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat {1) huruf b dan
huraf ¢ diberikan sesual dengan jaminan kecelakaan kerja
dan jaminan kematian sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 12

{1) Pakaian dinas dan atribut Pimpinan dan Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf d
terdirl atas:

a. pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang
dalam 1 {satu} tahun;




(1)

)

5)

b. pakatan sipil resmi disediakan 1 {satu) pasang
dalam 1 {satu} tahur;

¢. pakalan sipil lengkap disediakan 2 {(dua) pasang
dalam 5 (lima) tahun;

d. pakaian dinas harian lengan panjang disediakan 1
{satu) pasang dalam 1 (saty} tahun; dan

e. pakaian yang bercirikan khas daerah disediakan 1
{satu) pasang dalam [ (satu) tahun.

Pakaian dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} disediakan dengan mempertimbangkan prinsip
efisiensi, efektifitas, dan kepatutan.

Ketentuan mengenat standar satuan harga pakaian
dinas dan atribut sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 13

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan sebagaimana dimeksud dalam Pasal ©
ayat (2} huraf a dan huruf b disediakan bagi Punpinan
DPRD sesuai standar berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Rumah negara dan perlengkapannya sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3] huraf a dapat
disediakan bagi Anggota DPRD  sesual standar
berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.

Pemakaian rumah negara dan perlengkapannva serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dan pemakaian ramah negara dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat {2}
dilakukan sesuai dengan ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pemeliharaan rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat {1} dan pemeliharaan rumah negara dan
perlengkapannya sebagaimana dimaksud pada ayat {2
dibebankan pada APBL,

Dalam hal Pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa
bakii, rumah negara dan perlengkapannya serta
kendaraan dinas jabatan wajib dikembalikan dalam
keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lambat
1 {satu) bulan sgjak tanggal berhenti atau berakhirnya
masa bakti.




{6} Dalam hal Anggota DPRD yang disediakan rumah

(7)

4

(1)

(4)

negara dan perlengkapannya berhenti atau berakhir
masa bakti, rumah negarsa dan perlengkapannya wajib
dikembalikan dalam keadaan baik kepada Pemerintah
Daerah paling lambat 1 ({safu) bulan sejak tanggsl
berhenti atau berakhirriya masa bakti.

Ketentuan  lebih  lanjut  mengenal tata  cara
pengembalian rumah negara dan perlengkapannya
serta kendaraan dinas jabatan ditetapkan dnegan
Peraturan Walikota dengan mempedomani ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan
dinas jabatan yang disediakan sebagaimana dimaksud
dalam  Pasal 13 tidak dapat disewabelikan,
digunausahakan, dipindahtangankan, dan/atau diubah
status hukumnya.

Struktur dan bentuk bangunan rumah negara yang
disediakan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) todak
dapat diubzah.

Pasal 15

Dalarn  hal Pemerintah  Daerah  belum  dapat
menyediakan rumah negara dan kendaraan dinas
jabatan bagi Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 13, kepada vang bersangkutan diberikan
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi.

Dalam hal Pemerintah  Daerah  belum  dapat
menyediakan rumah negara bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, kepada yang
bersangkutan dapat diberikan tunjangan perumahan.

Tunjangan perumahan dan funjangan transportasi bagi
Pimpinan DPRD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap
bulan terhitung  mulai tanggal  pengucapan
sumpah/ianji.

Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dan tunjangan transportasi bagi Anggota DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3} diberikan
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dalamn bentuk wuang dan dibavarkan setiap bulan
terhitung mulat tanggal pengucapan sumpah/janii.

(5) Bagi suami dan/atau istri yang menduduki jabatan
sebagai Pimpinan dan/atau Anggota DPRD pada DPRD
yang sama hanya diberikan salah satu  tunjangan
perumahan,

(6) Bagi Pimipinan dan Anggota DPRD vang suami atau
istrintya menjabat sebagal kepala daerah/wakil kepala
daerah pada daerabh vang sama tdek diberikan
tunjangan perumahan.

{7) Bagi Pimpinan dan/atau  Anggota DPRD  vang
diberhentikan sementara tidak diberikan tunjangan
perumahan dan tunjangan fransportasi.

Pasal 16

Rumah negara dan perlengkapannya serta kendaraan dinas
jabatan sebagaimana dimaksad dalam Pasal 13 serta
funjangan perumahan dan funjsngan  transporiasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tidak dapat
diberikan kepada Plmpinan dan Anggota DPRD secara
bersamaan.

Pasal 17
(1) Besaran tunjangan perumahan sebagaimana dimalesud
dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
berlaku, dan standar luas bangunan dan lahan rumah
negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

(2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 harus memperhatikan asas kepatutan,
kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang
herlalu sesual dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

{3) Besaran tunjangan perumahan yang dibayarkan harus
sesuai dengan standar satuan harga sewa rumah yang
bericku untuk standar rumah negara bagi Pimpinan
dan Anggota DPRD, tidak termasuk mebel, belanja
fistrik, alr, gas, dan telepon.

(4) Bessran tunjangan transportasi yang dibayarkan harus
sesual dengan standar satuan harga scwa Kendaraan
yang berlaku untuk standar kendaraan dinas jabatan



bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, ifidak termasuk
biaya perawatan dan biaya operasional kendaraan dinas
jabatan.

Besaran tunjangan perumahan dan tunjangan
transportasi Pimpinan dan Anggota DPRD
kabupaten/kota tidak boleh melebihi  besaran
tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi
Pimpinan dan Anggota DPRD provinsi.

Ketentuan lebih lanjut mengenail besaran tunjangan
perumahan dan tunjangan transportasi diatur dalam
Peraturan Walikota.

Pasal 18

Belanja nimah tangga sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2} huruf ¢ disediakan dalam rangka
menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang
Pimpinan DPRD.

Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada
ayvat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan
minimal rumah tangga dengan mempertimbangkan
kemampuan keuangan daerah.

Kebutuban minimal rmpah tangga Pimpinan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat {2) dianggarkan
dalam program dan keglatan sekretanat DPRD.

Ketentuan mengenal standar kebutuhan minimal
rumah fangga sebagauwnana dimaksid pada ayat (3)
diatur dalam Peraturan Walikota.

Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas
rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan
belanja rumah tanggs sebagaimena dimaksud dalam
Pasal 9 ayat (2} huruf o

Bagian Ketiga
Uang Jasa Pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD

Pasal 19
Pimpinan atan Anggota DPRD yang meninggal dunia

atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa
pengabdian.

i1




{2} Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud

pada ayat {1} disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan

dan Anggota DPRD, dengan kKetentuar:

a. masa bakti kurang dari atau sampai dengan 1 {satu)
tahun, diberikan uang jasa pengabdian sebesar 1
(satu} bulan vang representast;

b. masa bakti sampai dengan 2 {dua) tahun, diberikan
uang jasa pengahdian sebesar 2 {(dua} bulan uang
representasi;

c. masa baktt sampal dengan 3 (tiga) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 3 {tiga} bulan uang
representasi;

d. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahue,
diberikan uwang jasa pengabdian sebesar 4 (empat)
bulan uang representasi; dan

e. masa bakti sampai dengan 5 {lima) tahun, diberikan
uang jasa pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau
paling banyak 6 {enam)j bulan uang representasi.

Dalamm hal Punpinan atau Anggota DPRD meninggal
dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2} diberikan kepada ahli warisnya.

Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah
vang bersangkutan  diberhentikan  dengan  hormat
sesual  dengan  kefentuan peraturan  perundang-
undangan.

Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD diberhentikan
dengan tidak hormat, tidak diberikan uang jasa
pengabdian.

BAB il
BELANJA PENUNJANG KEGIATAN DPRD

Pasal 20

Belanja penunjang kegiatan DPRD disediakan untuk
mendukung kelancaran fungsi, tugas, dan wewenang
DPRD berupa:
a. program, vang terdiri atas:
i. penyelenggaraan rapat;
kunjungan kergia;
pengkajian, penelaahan, dan penylapan Perda;
peningkatan kapasitas dan profesionalisme
sumber daya manusia di lingkungan DPRD;
5. koordinasi dan konsuliasi kegiatan
pemerintahan dan kemasyarakatan; dan
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6. program lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan
wewenang DPRD;
dana operasional Pimpinan DPRD;
¢. pembentukan kelompok pakar atau tim ahli alat
kelengkapan DPRD;
d. penyediaan tenaga ahli fraksi; dan
e. belanja sekretariat fraksi.

{2} Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja vang
ditetapkan sesuat dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

Pasal 21

Program sebagaimeana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1)
huruf a diuraikan ke dalam beberapa kegiatan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

{1} Dana operasional Plopiman  DPRD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 20 ayat {1} huruf b diberikan
setiap bulan kepada ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan
dengan representasi, pelayanan, dan kebutuban lain
guna melancarkan pelaeksanaan tugas ketua DPRD dan
wakil ketua DPRD sehari-hard,

{2) Dana operasional sebagaimana pada ayat (1) diberikan
sesual  dengan  kemamopuan  keuangan  daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (b).

(3) Penganggaran dana operasional sebagaimana dimaksud
pada avat {1) dan ayvat {2} disusun secara kolektif oleh
sekretaris DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan
keuangan daerah:
1. tinggi, paling banyak 6 {enam) kali;
2. sedang, paling banyak 4 [empat) kalii;
3. rendah, paling banvalk 2 {dua} kali;
dari nang representasi Ketua DPRD;

b, wakil ketua DPRD, dengan kelompok kemampuan
keuangan daerah:
1. ©nggi, paling banyak 4 {empat) kali;
2. sedang, paling banvak 2,5 {dua koma lima) kali;
3. rendah, paling banyak 1.5 {(satu koma lima) kali;
dari uang representasi wakil ketna DPRD.
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{4) Pemberian dena operasional sebagaimana dimaksud

(1)

(2)

pada ayat (3} dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

a. 80% (delapan pulub persen) diberikan secara
sekaligns  untuk semua biaya atau disebut
lumpsum; dan

b. 20% {dua puluh persenj diberikan untuk dukungan
dana operasional lainnya.

Dalam hal terdapat sisa dana operasional seteiah
pelaksanaan  ketentuan  pemberian  sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) tidak digunakan sampai dengan
akhir tahun anggaran, sisa dana dimaksud harus
disetorkan ke rekening kas umum daerah paling lambat
tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.

Dana operasional Pimpinan DPRD udak digunakan
untuk  keperluan  pribadi, kelompok, dan/atau
golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan
asas manfaat, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas.

Pasal 23

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1} huruf ¢
merupakan sejumliah tertentu pakar atau ahli yang
mempunyal kemampuan dalem disiplin  ilmua yang
sesual dengan kebutuhan pelaksanaan fungsi, tugas,
dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat
kelengkapan DPRD sesuai dengan kebutuhan DPRD
atas usul anggota, pimpinan fraksi, dan pimpinan alat
kelengkapan DPRD,

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3
{tiga) vrang untuk setiap alat kelengkapan DPRD.

Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD
diangkat dan diberhentikan dengan keputusan
sekretaris DPRD sesual dengan kebutuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sesuai
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2).

Pembayaran kompensasi bagl kelompok pakar atau tim
ahli alat kelengkapan DPRD didasarkan pada kehadiran
sesuai dengan kebutuhan DPRD atau kegiatan tertentu
DPRD dan dapat dilakukan dengan harga satuan orang
hari atau orang bulan.
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(5)

2

{3)

{1

Ketentuan mengenai besaran kompensasi kelompok
pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diatur
dalam Peraturan Walikota dengan memperhatikan
standar keahlian sesuai dengan ketenfuan peraturan
perundang-undangan.

Pengadaan kelompok pakar atau tim abli alat
kelengkapan DPRD secbagaimana dimaksud padsa ayat
(1} dilakukan sesual dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 24

Tenaga ahli fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
20 ayat (1) huruf d merupakan tenaga ahli yang
disediakan 1 {(satu} orang untuk setiap fraksi dan
mempunyal kemampuan dalam disiplin ilmu {ertentu
yang mendukung  fugas  frakst  serta diberikan
kompensasi dengan memperhatikan standar keahlian,
prinsip efisiensi, dan sesual dengan kemampuan
keuangan daerah,

Tenaga ahl fraks: sebagaimana cimaksud pada ayat {1)
ditetapkan dengan keputusan sckretaris DPRD.

Ketentuan mengensai besaran kompensasi tenaga ahli
fraksi diatur dalam Peraturan Walikota dengan
memperhatikan  standar keahlian  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan tenaga ahh fraksi sebagaimana dimaksud
pada ayat {1} dilskukan sesuar dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

Belanja selretariat fraksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat {1} huruf ¢ dibiayal dari anggaran
sekretariat DPRD sesuai dengan kebuituhan DPRD dan
sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Belania sekretariat fraksi terdici atas penyediaan sarana
dan anggaran.

Penyediaan sarana meliputn ruang kerja pada
sekretariat DPRD  dan  kelengkapan kantor sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan
tidak termasuk sarana mobilitas.




{4} Penyediaan anggaran meliputi pemenuhan kebutuhan
belarija alat tulis kantor dan makan minum rapat fraksi
yvang diselenggarakan di lingkungan kantor sekretariat
DPRD  dengan memperhatikan  prinsip  efisiensi,
efcktifitas, dan kepatutan.

BAB IV
PENGELOLAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF
PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 26

{1} Penghasilan, tunjangan kesgjahteraan, uang jasa
pengabdian Pimpinan dan Anggota DPRD, serta belanja
penunjang kegiatan DPRD merupakan anggaran belanja
DPRD vang diformulasikan ke dalam rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah sekretariat
DPRD serta diuratkan ke dalam jenis belanja sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{2) Pengelolaan anggaran belanja DPRD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diaksanakan sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

{3} Anggaran belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
APBD.

BABYV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

{1} Pimpinan atau Anggota DPRD vang diberhentikan
sementara cleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan  peraturan  perundang-undangan  tetap
diberikan hak keuangan dan administratif berupa vang
representasi, uang paket, tunjangan keluarga,
turijangan beras, jaminan kesehatan, dan jaminan
kematian  sesuai dengan  ketentuan  peraturan
perundang-undangan.

(2} Dalam hal Pimpinan DPFRD berhalangan sementara
lebih dari 30 {tiga puluh} hari dan diangkat pelaksana
tugas Pimpinan DPRD oleh pejabat yang berwenang
sesuai  dengan  kefentuan  peraturan  perundang-
undangan, pelaksana tugas Pimpinan DPRD tersebut
diberikan  hak keuangan dan administratif yang

16



dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif yang
digantikan terhitung mula: tanggal 1 (satw) bulan
berikutnya,

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Daeral ing mulal berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar
Alam.

Ditetapkan di  Pagar Alam
pada Tanggal G Seotomber 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM,

,ﬁ’;‘?m
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan dt Pagar Alam

pada Tanggal 1l Septembver 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGARALAM,

SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2017
NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  4/PA/2017
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dipersamakan dengan Pimpinan DPRD definitif vang
digantikan terhitung mulai tanggal 1 (satu} bulan
berikutniya.

BARB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pagzgl 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tangeal
diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinva, memerintahkan

pengundangan  Peraturan  Daerah  ini dengan
penempatannyva dalam Lembaran Daerah Kota Pagar
Alam.

Ditetapkan di  Pagar Alam
pada Tanggal 9 Seplemlber 2017

WALIKOTA PAGAR ALAM,
/ Ny

Z -IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
pada Tanggal 11 Septembvr 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGARALAM,

ek

SAFRUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA PAGARALAM TAHUN 2017

NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH  4/PA/2017
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